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ABSTRAK

CATATAN

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor
27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil,
Terluar, dan Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
untuk Angkutan Barang di Laut.

Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat
(3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 27 tahun 2021;
PERPRES No. 23 tahun 2022; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini memuat Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut dilakukan
dengan menggunakan kapal barang dan/atau kapal ternak yang
bertujuan supaya menjamin kesediaan barang, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, menjaga kesinambungan pelayanan
penyelenggaraan angkutan barang, kegiatan angkutan untuk hari besar
dan tahun baru, sebagai bantuan untuk bencana alam dan bantuan
kemanusiaan. Juga diatur mengenai ketentuan jenis barang, jaringan
trayek, dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kewajiban
pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

Peraturan Menteri ini berlaku mulai tanggal diundangkan, 29 Februari
2024 dan ditetapkan tanggal 28 Februari 2024

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.
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